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3 Kementrian Sepakat Rombak |

Penyal

METRO - Tiga kementrian, yakni
Kementerian Keuangan, Keme-
nferian Dalam Negeri, Kemen-
terian Pendidikan dan Kebuda-
yaan sepakat untuk mengubah
skema penyaluran dana Ban-
tuan Operasional Sekolah (BOS)
tahun 2020. Pemerintah mene-
tapkan anggaran BOS sebesar
Rp 54,32 triliun di tahun 2020

_atau naik 6,35% dibandingkan
tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati mengatakan pengu-
bahan skema hanya terjadi
pada BOS reguler. Program da-
na BOS sendiri menjadi tiga ba-
gian sisanya BOS kinerja dan
BOS afirmasi tetap sesuai aturan
yang berlaku. “Untuk siang hari
ini kita fokus ke BOS reguler, BOS
kinerja untuk sekolah berkinerja
baik, ini tetap tidak diubah dan
BOS afirmasi untuk dukung dae-
rah tertinggal, transmigrasi; ter-
luar tetap ckan dilakukan de-
r:gcn mekoisme yang selama
ini berjalan. iadi perubahan me-

- kanisme hcnya untuk BOS re-

~guler,” katc Sri Mulyani di Ke-

| menterian Keuangan, Jakarta
sat, Senin (10/2/20). :
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» llustrasi.
ng sebelumnya Rp 1 juta. Untuk
Sekolah Menengah Atas (SMA)
menjadi Rp 1,5 juta per anak da-
ri yang sebelumnya Rp 1,4 juta,
“Dengan tiga kali berarti akan
jauh lebih sederhana dan ini
syarat-syarat pencairannya me-

ngikuti Kemendikbud. Untuk BOS

lainnya kinerja dan afirmasi, kita
berikan sekaligus paling cepat
April 100%,” jelas dia. Sementara

itu, Menteri Pendidikan dan Ke-

budayaan Nadiem Makarim
mengatakan ada beberapa
perubahan skema yang akan
diimplementasikan dalam pe-
nyaluran dan BOS tahun 2020,
antara lain Kementerian Keua-

_ngan langsung mentransfer da-

na BOS ke rekening masing-ma-
sing sekolah. *Sebelumnya Ke-
menterian Keuangan transfer ke

rekening kas umum daerah

(RKUD),_'sekcr,anq langsul

Y T , ng ke
aran _;rekgnlng sekolah,” kata Nadiem.
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Sebelumnya, penetapan SK se-
kolah penerima dilakukan pe-
merinfah daerah.

Lalu, batas akhir pengambilan
data 1 x per tahun setiap tang-
gal 31 Agustus untuk mencegah
keterlambatan APBD-Peruba-
han. Sebelumnya, batas akhir
pengambilan data 2 x per ta-
hun yaitu tanggal 31 Januari
dan 31 Oktober.

Selanjutnya, dana BOS juga
bisa digunakan untuk pemba-
yaran guru honorer yang me-
miliki Nomor Unik Pendidik dan

“Tenaga Kependidikan (NUPTK)
maksimal 50%. Intinya bukan
untuk membiayai guru honorer
baru. Sebelumnya, pembayaran
maksimal hanya 15% di sekolah
negeri, dan 30% di sekolah swa- -
sta.

*Ini sesuai program merdeka

belajar dan jawaban pertama

Kemendikbud, banyak masukan

guru non PNS yang mengabdi
luar biasa dan sebenarnya ng-
gakd%pof upach layak inf bukan -
solusi tapi langkah pertama se--
jahterakan guru honorer* ung-
kap Nodiemé=




